












Kesehatan adalah merupakan hak dan investasi bagi semua warga negara Indonesia. Hak atas kesehatan ini  dilindungi oleh konstitusi, seperti :  tercantum dalam UUD 1945, Pasal 27 ayat kedua dimana tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, lebih lanjut Undang-Undang  No 36 Tahun 2009  tentang kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Disebutkan pula bahwa upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan /atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
Berpijak pada hal di atas, maka semua warga negara tanpa kecuali mempunyai hak yang sama dalam penghidupan, kesehatan dan pekerjaan. Penghidupan ini mengandung arti hak untuk memperoleh kebutuhan materiil, seperti : pangan, sandang dan papan yang layak dan juga kebutuhan  lainnya, seperti : kesehatan, kerohanian, dan lain-lain. 
Kesehatan merupakam investasi bagi masyarakat, sebab kesehatan merupakan modal dasar yang sangat diperlukan oleh segenap masyarakat untuk dapat beraktifitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarga. Namun bila kondisi kesehatan bermasalah bukan tidak mungkin seluruh harta dan kekayaan akan habis digunakan untuk memperoleh kesehatan tersebut.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan rakyat adalah salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa dan mempunyai peranan penting dalam penyelesaian kehatan nasional dan penyusunan masyarakat sosialis Indonesia. Sehingga pemerintah harus mengusahakan bidang kesehatan dengan sebaik-baiknya, yaitu : menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum.
Sistem Kesehatan Nasional menyebutkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dilakukan upaya kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan merata yang dapat diterima dan terjangkau oleh seluruh masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat (SKN, 2009).
Harus diakui bahwa kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama ini sebagaian besar tergolong rendah, terutama pada masyarakat miskin. Mereka cenderung kurang memperhatikan kesehatan mereka, hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman mereka akan pentingnya kesehatan dalam kehidupan.
Pemeliharaan dan perlindungan kesehatan sangatlah penting untuk mencapai derajat kesehatan dan kesejahteraan yang tinggi. Namun kenyataan rendahnya derajat kesehatan masyarakat disebabkan oleh ketidak mampuan mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, karena mahalnya biaya kesehatan yang harus dibayar oleh masyarakat.
Tingginya tingkat kemiskinan pada kebanyakan masyarakat Indonesia, menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang tergolong masih mahal. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa kesehatan berbanding terbalik dengan kemiskinan, dimana makin tinggi tingkat kemiskinan masyarakat, maka masalah kesehatan masyarakat akan semakin rendah.
Biaya kesehatan yang mahal menjadi kendala bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Meningkatnya biaya kesehatan bagi masyarakat yang tinggi walau saat ini ada alaternatif berupa kebijakan pemerintah tentang pembiayaan yang terjangkau melalui  BPJS. 
Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat, seperti yang di kemukakan oleh   Sulastomo (2011:42), seperti berikut : 1). Sifat layanan itu sendiri, sifat dari pada suatu layanan kesehatan adalah padat modal, padat teknologi dan padat karya sehingga modal yang harus ditanam semakin besar dan dibebankan pada biaya perawatan, dan 2). Bagaimana negara memandang masalah pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan warga negaranya dan bagaimana negara menyelenggarakan dan memenuhi pelayanan kesehatan yang diperlukan.  
Berdasarkan pendapat di atas usaha industri jasa kesehatan mempunyai prospek yang bagus, karena pelayanan kesehatan tidak terpaku hanya pada pengobatan penyakit tetapi juga memberikan pelayanan untuk usaha pencegahan dan meningkatkan kesehatan. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh pemberi jasa pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pemakai jasa kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMenkes) Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan, selanjutnya Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Dalam Sistem Kesehatan Nasional Tahun 2012, Puskesmas adalah sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama  dengan mempunyai 3 fungsi, yakni sebagai berikut : pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pusat pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga. 
UPT Puskesmas Babakan Sari adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Bandung yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang kesehatan kepada masyarakat sesuai jenis kewenangannya. Wilayah kerja Puskesmas Babakan Sari terletak di Kecamatan  Kiara Condong  meliputi 6 kelurahan yaitu : 1). Kelurahan Kebon Jayanti, 2). Kelurahan Kebon Kankung, 3). Kelurahan Sukapura, 4). Kelurahan Babakan Surabaya, dan 5). Kelurahan Cicaheum.
Puskesmas Babakan Sari telah berdiri sejak tahun 1976 dan pada tahun 2008 dibentuklah sistem UPT-Jejaring untuk puskesmas di Kota Bandung dan berdasar Peraturan Walikota Bandung no 413 tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung bentuk organisasi ini tetap dipertahankan hingga sekarang. Jejaring dari UPT Puskesmas Babakan Sari adalah Puskesmas Babakan Surabaya dengan wilayah kerja Kelurahan Babakan Surabaya dan Kelurahan Cicaheum. Jumlah penduduk dalam satu wilayah kerja UPT Puskesmas Babakan Sari adalah 130.703 jiwa   dengan jumlah penduduk miskin 43.069 jiwa atau 38.02%. Sedangkan luas Kecamatan Kiaracondong 613,03 Ha yang terdiri dari daerah industri, pemukiman dan pesawahan (Laporan Kependudukan Kecamatan Kiara Condong tahun 2015)
Peraturan Menteri Kesehatan No 75 Tahun 2014 yang mengatur tentang fungsi puskesmas disebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Sesuai peraturan tersebut UPT Puskesmas Babakan Sari melaksanakan Upaya  Kesehatan Masyarakat (UKM) yang meliputi: pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, pelayanan gizi, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, upaya kesehatan jiwa, upaya kesehatan gigi masyarakat, upaya kesehatan tradisional komplementer dan alternatif, upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan olahraga, upaya kesehatan indera, upaya kesehatan lansia, upaya kesehatan kerja,  dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) yang meliputi: pelayanan rawat jalan (pengobatan umum, pengobatan gigi, kesehatan ibu anak, keluarga berencana), pelayanan gawat darurat, pelayanan kunjungan rumah (home care), konseling kesehatan
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut UPT Puskesmas Babakan Sari mempunyai rincian ketenagaan sebagai berikut :
Tabel 1.1




3.	Dokter Umum Fungsional	4	2 PNS, 3 PTT
4.	Dokter Gigi Fungsional	4	3 PNS, 1 PTT
5.	Perawat	7	PNS
6.	Perawat Gigi	2	PNS






Total	36	29 PNS, 7 PTT
Sumber : Data Laporan Tahunan UPT PUskesmas Babakan Sari 2016
	Undang-undang nomor 1 tahun 2004 yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri  nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, lembaga-lembaga pelayanan sosial milik pemerintah baik di Provinsi/Kabupaten/Kota dapat mengubah statusnya dari lembaga birokratis menjadi badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan badan yang memiliki otonomi atau semi otonomi dalam pengelolaan keuangannya. 
	PP nomor 23 tahun 2005 dan Permendagri nomor 61 tahun 2007 diatas, maka UPT Puskemas Babakan Sari termasuk salah satu instansi pelayanan kesehatan yang juga berkewajiban menjalankan peraturan tersebut. Dengan menjadi Badan Layanan Umum diharapkan UPT Puskesmas Babakan Sari mampu mengelola  dirinya sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen bisnis sehingga mampu  melangkah maju sebagai  suatu badan usaha dan bersaing dengan pesaing-pesaing yang ada di sekitarnya
	Sumber dana yang digunakan di puskesmas terdiri dari dana APBN, dana APBD dan dana dari kapitasi pasien peserta BPJS. Setelah puskesmas menjadi badan layanan umum daerah maka sumber dana dari APBN dan APBD akan dikurangi dan puskesmas harus bisa mencari sumber dana sendiri salah satunya dengan memperbanyak jumlah pasien dengan kartu BPJS yang terdaftar di masing-masing puskesmas. Untuk bisa bersaing diperlukan strategi tertentu dalam memasarkan layanan kesehatan  yang dimiliki UPT Puskesmas Babakan Sari. 
 Berdasarkan data laporan keuangan UPT Puskesmas Babakan Sari Tahun 2015 dan 2016 mengenai target retribusi karcis pasien umum  yang diterima UPT Puskesmas Babakan Sari, yaitu sebagai berikut.
Tabel 1.2
Target Retribusi Pasien Umum di UPT Puskesmas Babakan Sari
No	Tahun	Target Retribusi Pasien Umum	Realisasi	%
1	2015	Rp. 184.893.085	Rp. 98.221.000	53,1
2	2016	Rp, 184.893.085	Rp. 116.426,000	62,9
Sumber : Laporan Keuangan UPT Puskesmas Babakan Sari Tahun 2015 dan 2016 
Pasien yang berobat ke UPT Babakan Sari terutama pasien umum mengalami jumlah peningkatan di tahun 2016 dibandingkan jumlah pasien umum tahun 2015 (kenaikan 9,8  %). Tetapi dari pencapaian jumlah setoran retribusi karcis pendaftaran pasien yang datang berobat belum memenuhi target dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Kenaikan pasien umum menurut narasumber pada wawancara awal di Puskesmas Babakan Sari kemungkinan dikarenakan adanya penambahan fasilitas pelayanan yaitu adanya penambahan tenaga analis laboratorium yang memudahkan pasien untuk mendapatkan pelayanan laboratorium sehingga pasien tidak perlu repot pergi ke laboratorium luar. Penambahan jumlah dokter juga membuat pelayanan pasien menjadi lebih cepat sehingga pasien merasa lebih nyaman. Faktor kendala yang masih ditemui adalah letak puskesmas yang tidak berada pada jalur utama sehingga tidak dilalui oleh angkutan umum dan hal ini yang mungkin menjadikan UPT Puskesmas Babakan Sari kurang dikenal warga wilayah kecamatan Kiara Condong sehingga perlu promosi khusus untuk meningkatkan kunjungan pasien.
Puskesmas harus berbentuk BLUD dikarenakan ada kebijakan dari pemerintah pusat bahwa BPJS akan melakukan transfer dana ke puskesmas yang dapat diakui sebagai pendapatan puskesmas yang sering di sebut dana kapitasi BPJS. Mengapa harus BLUD? Alasan pertama adalah untuk keamanan kinerja. BLUD adalah pengelolaan keuangan yang paling aman. Karena pada saat ini terjadi perubahan bahwa puskesmas akan menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan. Alasan kedua adalah dikarenakan harus ada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas. Terkadang muncul pertanyaan mana yang lebih dulu dilakukan, apakah BLUD atau akreditasi? Apabila puskesmas sudah berbentuk BLUD maka akan lebih mudah dalam mendukung standar yang diperlukan di dalam akreditasi. Apabila puskesmas sudah mampu menyusun Rencana Bisnis & Anggaran(RBA), Standat Akuntansi Keuangan (SAK), dan Standard Operating Procedure (SOP) maka sistem manajemen puskesmas sudah dilakukan dengan baik. Kendala besar puskesmas hingga saat ini berada pada pengelolaan keuangan dan manajemen. Sehingga dengan adanya BLUD maka akan sangat membantu.
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupaka satuan kerja perangkat daerah untuk unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. (pasal 1 pemendagri No, 61/2007). Tujuan BLUD adalah pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnin yang sehat, yang pengelolaan dilakukan berdasarkan kewenangan yang di delegasikan oleh kepala daerah. (pasal 2 pemendagri No. 61/2007).
Perubahan mendasar paska BLUD adalah Kepala Puskesmas menjadi pengguna anggaran artinya yang bertanggungjawab, membuat RBA, membuat pengesahan penggunaan anggaran (triwulanan), membuat laporan keuangan berbasis SAK (setiap semester), dan laporan keuangan akan diaudit auditor eksternal. Proses pengelolaan keuangan BLUD harus sesuai dengan tata aturan/ kebijakan yang berlaku seperti tercantum dalam UU Perbendaharaan Negara Pasal 68 & 69 “instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas”.
Peraturan Menteri Kesehatan no 28 tahun 2014 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengatur puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang bertugas memberikan pelayanan tingkat dasar kepada pasien peserta JKN atau sering disebut peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) bidang kesehatan. Pada era penggunaan asuransi kesehatan dengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan (saat ini disebut Kartu Indonesia Sehat/KIS)  maka semakin banyak pasien pengguna asuransi KIS yang terdaftar di puskesmas maka  pendapatan puskesmas akan semakin besar. UPT Puskesmas Babakan Sari juga mempunyai kewajiban untuk melayani pasien peserta asuransi kesehatan dengan kartu KIS.  Pasien yang menggunakan Kartu  Indonesia Sehat (KIS)  mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dalam tabel jumlah pasien yang menggunakan Kartu Indonesia Sehat dan terdaftar sebagai peserta di UPT Puskesmas Babakan Sari.
Tabel 1.3
Data Peserta BPJS Kesehatan di UPT Puskesmas Babakan Sari













Sumber : Data Peserta BPJS Kesehatan UPT Puskesmas Babakan Sari tahun 2015, 2016 
Berdasarkan Tabel 1.3 di atas diketahui jumlah pasien pengguna kartu BPJS di  UPT Puskesmas Babakan Sari mengalami penurunan (sampai tahun 2016 akhir terjadi pengurangan jumlah peserta sebanyak 915 orang. Hasil wawancara awal dengan narasumber di  UPT Puskesmas Babakan Sari  kemungkinan hal ini diakibatkan karena pasien dari wilayah kerja yang  domisilinya jauh akan berpindah ke faskes lain yang lebih dekat. Posisi UPT Puskesmas Babakan Sari yang tidak berada di jalur kendaraan umum juga membuat pasien memilih faskes lain yang lebih  mudah dijangkau.  Selain itu adanya faskes swasta yang juga mempromosikan diri dengan kelebihannya akan membuat pasien pindah faskes. Sementara puskesmas selama ini belum mempunyai sarana promosi untuk memasarkan diri selain promosi tradisional dari mulut ke mulut. Apabila puskesmas setelah berubah menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) belum bisa memasarkan dirinya dengan baik maka kemungkinan puskesmas tidak akan bisa mengikuti persaingan di layanan kesehatan yang berakibat tidak bisa meningkatkan penghasilan untuk karyawannya. 
Adapun data fasilitas kesehatan lain yang ada di wilayah kerja UPT Puskesmas Babakan Sari dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 1.4
Jumlah Tenaga dan Sarana Kesehatan Swasta  Yang Memiliki Izin 
Praktek UPT Puskesmas Babakan Sari Tahun 2016
No	Jenis Tenaga Dan Sarana	Kelurahan















           Sumber: Lap.Kesling UPT Puskesmas Babakan Sari, Tahun 2016
Melihat kondisi UPT Puskesmas Babakan Sari yang belum bisa memenuhi target pendapatan dari retribusi karcis pasien umum yang berobat selama 2 tahun terakhir dan penurunan jumlah peserta peserta asurasnsi KIS yang terdaftar maka dua hal ini harus segera diperbaiki kondisinya agar UPT Puskesmas Babakan Sari dapat meningkatkan penghasilan yang diterima. 
Penentuan strategi pemasaran merupakan pokok perumusan strategi pemasaran dimana pemilihan strategi pasar sasaran produk pada tiap unit bisnis, penetapan tujuan pemasaran dan pengembangan, pelaksana serta pengolahan strategi untuk memenuhi keinginan konsumen pasar sasaran (Porter, 2010). Salah satu unsur dari strategi pemasaran adalah bauran pemasaran (Lubis, 2011). Menurut Poernomo (2010) pelayanan kesehatan merupakan pelayanan jasa dan jasa berbeda dengan barang. Karena perbedaan jasa dan barang maka bauran pemasaran untuk jasa juga berbeda dengan bauran pemasaran untuk barang. 
Zeithaml, Bitner dan Gremler (2012:23) mengemukakan bahwa konsep bauran pemasaran tradisional (traditional marketing mix) terdiri dari four Ps: Product, Price, Promotion, kemudian untuk pemasaran jasa maka bauran pemasaran jasa diperluas (expanded mix for service) dengan penambahan unsur non tradisional marketing mix yaitu  people, physical evidence , dan Proses sehingga menjadi tujuh unsur (7 Ps). Bauran pemasaran jasa yang terdiri dari product, price, place, promotion, process, people, dan physical evidence (7P’s) tersebut harus betul-betul diperhatikan agar Puskemas mampu berkembang optimal. Untuk product seperti diketahui bahwa UPT Puskesmas Babakan Sari memberikan jasa layanan kesehatan sebagai produknya dan untuk puskesmas tanpa perawatan kemampuannya sudah mencukupi baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif denga pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Price atau tarif yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung dan berlaku sama di semua puskesmas kota Bandung. Tempat atau  place untuk UPT Puskesmas Babakan Sari yang tidak terletak di jalur utama dan tidak dilewati kendaraan umum membuat pasien harus mengeluarkan uang lebih, sehingga pasien lebih memilih fasilitas kesehatan lain yang lebih dekat. Hanya saja tidak mudah meminta lokasi baru kepada pemerintah kota mengingat harga tanah  yang mahal. Mengingat hal ini maka bauran pemasaran terakhir yaitu promotion merupakan hal penting tetapi belum dilakukan oleh UPT Puskesmas Babakan Sari agar masyarakat semakin mengenal. Process berkaitan dengan prosedur pelayanan. People berkaitan dengan kemampuan petugas pelayanan, dokter, dan perawat dalam memberikan pelayanan, dan physical evidence berkaitan dengan kelengkapan sarana dan prasarana alat kesehatan di puskesmas.
Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul, penulis melakukan analisis SWOT terhadap UPT Puskesmas Babakan Sari, yang bisa dilihat dari kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang ada di UPT Puskesmas Babakan Sari. Menurut Irham Fahmi (2014:260), Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal dari UPT Puskesmas Babakan Sari  sebagai bagian penting dalam analisis ini. Berikut ini dapat kita lihat kondisi internal dan eksternal UPT Puskesmas Babakan Sari adalah sebagai berikut : 1). Kekuatan : 80 % pegawai di UPT Puskesmas Babakan Sari adalah PNS sehingga kesetiaan kepada organisasi lebih besar daripada pegawai kontrak, 2). Kelemahan : Lokasi UPT Puskesmas Babakan Sari tidak di jalur utama yang dilewati transportasi umum sehingga pasien butuh biaya lebih untuk naik ojek, 3). Peluang : Jumlah penduduk di wilayah UPT Puskesmas Babakan Sari sangat besar sehingga target pemasaran jasa pelayanan besar, pelayanan BPJS dan pelayanan kesehatan gratis, peraturan perundangan yang mendukung operasional UPTD, 4). Ancaman : jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama semakin bertambah sehingga menambah jumlah pesaing bagi UPT Puskesmas Babakan Sari seperti dalam table 1.4, pengembangan teknologi, jumlah dan spesifikasi SDM, dan sumber daya fasilitas fisik. 
Hasil identifikasi awal yang dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT selanjutnya dilakukan penilaian dengan melihat teori strategi pemasaran modern meliputi segmenting, targeting dan positioning. Hasil wawancara awal dengan narasumber di UPT Puskesmas Babakan Sari dikatakan bahwa sampai saat ini belum ada sasaran segmen khusus   yang dilayani. Puskesmas melayani semua pasien yang datang berobat yang kebanyakan adalah masyarakat kelas menengah ke bawah, hal ini dapat dilihat dari  tarifnya yang murah, sedangkan target market yang khusus dituju juga belum ada.  Semua  masyarakat di wilayah Kecamatan Kiaracondong dengan tidak memandang umur, jenis kelamin dan tempat tinggal semua akan dilayani.   Untuk positioning belum ada kekhususan jenis layanan tertentu yang menjadikan UPT Puskesmas Babakan Sari berbeda dengan fasilitas kesehatan lain.
Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang  : “Analisis Strategi dan Program Pemasaran Pelayanan Kesehatan Dalam Upaya Meningkatkan Kunjungan Pasien di UPT Puskesmas Babakan Sari  Kota Bandung”.
1.2	Fokus Penelitian
Penelitian ini dilakukan di UPT Puskesmas Babakan Sari yang merupakan puskesmas Tanpa Tempat Perawatan dengan lokasi di Kecamatan Kiara Condong. Jumlah penduduk yang padat dan kunjungan yang banyak merupakan modal yang dapat dikembangkan walaupun lokasi puskesmas tidak di jalur utama kendaraan umum.  Potensi pasar kesehatan yang saat ini masih terbuka dan berpeluang untuk ditangkap dapat menjadi alasan untuk  pengembangan dan penambahan kapasitas maupun pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan. 
Bulan Desember 2016 UPT Puskesmas Babakan Sari berubah menjadi Badan Layanan Usaha Daerah dan telah memiliki perencanaan strategis (RSB) yang merupakan persyaratan dokumen BLUD. Dengan status  BLUD yang baru saja terbentuk, diperlukan  perencanaan pemasaran tertentu yang akan dilaksanakan sebagai acuan dalam upaya meningkatkan pendapatan sehingga. UPT  Puskesmas Babakan Sari tidak hanya tergantung kepada dana kapitasi yang diperoleh dari BPJS, namun dapat meningkatkan pendapatan dari sumber lain yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi  yang ada sehingga jumlah pasien dapat meningkat dan juga target marketnya dapat diperluas tidak hanya masyarakat menengah ke bawah tetapi menjangkau masyarakat menengah ke atas
Fokus penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal  UPT Puskesmas Babakan Sari sehingga didapat posisi strategisnya   untuk  dapat mengembangkan layanan kesehatan, dengan hasil yang ingin dicapai  adalah diciptakannya  program pemasaran berdasarkan strategi pemasaran.
Berdasarkan masalah yang ditemukan perlu kiranya penulis membatasi masalah yang akan diteliti fokus pada:
1.	Fokus penelitian menitikberatkan pada strategi pemasaran dan program pemasaran dalam upaya meningkatkan kunjungan pasien.
2.	Lokus penelitian pada UPT Puskesmas Babakan Sari.
3.	Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif analisis, serta sifat penelitiannya adalah single case study.
1.3    Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, agar apa yang penulis akan tuangkan sebagai bahan penelitian yang tidak terlalu luas, maka penulis berusaha untuk membatasi masalah yang akan diteliti yaitu :
1.	Bagaimana strategi dan program pemasaran pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Babakan Sari  Kota Bandung.
2.	Apa saja faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan atau kelemahan dan faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang atau ancaman di UPT Puskesmas Babakan Sari.
3.	Bagaimana strategi pemasaran pelayanan kesehatan yang dapat diterapkan di UPT Babakan Sari dalam upaya meningkatkan kunjungan pasien.
4.	Program dan kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan di UPT Puskesmas Babakan Sari sesuai strategi pemasaran yang dirancang.
1.4    Tujuan Penelitian
	Berdasarkan perumusan dan pembatasan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan mengetahui  :
1.	Strategi dan program pemasaran pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Babakan Sari  Kota Bandung.
2.	Menentukan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan atau kelemahan dan faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang atau ancaman di UPT Puskesmas Babakan Sari.
3.	Merancang strategi pemasaran  pelayanan kesehatan yang dapat diterapkan di UPT Babakan Sari dalam upaya meningkatkan kunjungan pasien.
4.	Menyusun program dan kegiatan di UPT Puskesmas Babakan Sari sesuai strategi pemasaran yang telah dirancang.
1.5	  Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan agar diperoleh manfaat baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis
1.5.1  Manfaat Teoritis
Penelitian ini merupakan sarana menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama ini diwujudkan dalam bentuk penyusunan strategi pemasaran untuk UPT Puskesmas Babakan Sari.
1.5.2.   Manfaat Praktis
Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi masukan kepada Kepala UPT Puskesmas Babakan Sari dan jajarannya dalam menentukan strategi pemasaran yang akan dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke UPT Puskesmas Babakan Sari yang akan berpengaruh pada kenaikan jumlah pasien dan  pendapatan puskesmas.
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